DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA
BERN - SWITZERLAND

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19/DB/IV/2007

TENTANG

PENETAPAN BIAYA KEIMIGRASIAN DAN PELAYANAN JASA KONSULER
PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KONFEDERASI SWISS

Menimbang :

Mengingat :

MERANGKAP KEHARYAPATIHAN LIECHTENSTEIN

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19
tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 75
tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia,

bahwa biaya keimigrasian dan kanselerai yang berlaku di KBRI Bern
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia
Nomor 06/DB/1I/2004 tanggal 06 Maret 2004 sudah tidak lagi sesuai
dengan perkembangan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk mengadakan
penyesuaian atas biaya keimigrasian dan pelayanan jasa konsuler
pada KBRI Bern.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian;

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Indonesia;

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
Kehakiman;



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Repubilik Indonesia No. 33 Tahun 2002 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Luar Negeri;

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 tahun 2003 tentang
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Keputusan Menteri Luar Negeri No. KU/SK.020/111194/01 tanggal 5
Maret 1994 tentang Biaya Legalisasi Dokumen Pada Kedutaan Besar
Republik Indonesia Di Luar Negeri;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-UM.01.06
tahun 1995 tanggal 21 Pebruari 1995 tentang Biaya Imigrasi dan
Biaya Beban;

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-1Z 01.10 tahun 1999 tanggal
14 Maret mengenai Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal
Terbatas, ljin Masuk dan ljin Keimigrasian;

Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia no 67/DB/X1/99
tanggal 19 Nopember 1999 tentang Penetapan Biaya Imigrasi dan
Kanselerai;

Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia no 06/DB/1II/2004
tanggal 5 Maret 2004 tentang Penetapan Biaya Imigrasi dan
Kanselerai;

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.1.Z.01.10 tahun
2006 tentang Bentuk, Redaksi, Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 /DB/IV/2007 TENTANG PENETAPAN BIAYA
KEIMIGRASIAN DAN PELAYANAN JASA KONSULER.



Pasal 1

1. Jenis Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak berlaku di Kedutaan Besar
Republik indonesia di Bemn terdiri dari biaya atas Surat Perjalanan Republik
Indonesia, Visa, Legalisasi, Surat Keterangan, dan Pelayanan Jasa Hukum.

2. Kepada setiap pemohon dibebankan biaya keimigrasian dan pelayanan jasa
konsuler sesuai daftar biaya sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Pembebasan biaya keimigrasian dan pelayanan jasa konsuler hanya diberikan kepada:

1. Tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek
pemerintah asing kepada Pemerintah Republik Indonesia;

2. Mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik
indonesia;

3. Orang asing dalam situasi force majeure;

4. Orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;

5. Orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik;

6. WNI yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/dideportasi oleh
pemerintah asing di luar negeri;

7. Pendaftaran administrasi dan pengumuman berita negara atas permohonan
pewarganegaraan Rl dan uang pewarganegaraan kepada pemohon yang tidak
mampu;

8. Para pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dalam rangka tugas
diplomatik dan dinas atau bukan dalam rangka tugas diplomatik dan dinas ke
Indonesia.

Pasal 3

Penetapan Biaya Keimigrasian dan Pelayanan Jasa Konsuler pada Kedutaan Besar RI
sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini ditentukan dalam mata uang Swiss Franc
berdasarkan penghitungan kurs rata-rata.






